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NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 4286);

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan © Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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Repudlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambaha
Lambdaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ny ‘
W Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pamerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

\

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3601);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tc’ntﬂns
Nedudukan Kevangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4028

{2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Redudukan Protokeler dan Reuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Repudlik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
deberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Prowokaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4373

1%, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
3 Lembaran Negara Republik

138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 20035 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Nomor

S153);
1S, Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nox\nof 8 Tahun S%ﬁm
Pelaporan Kevangan dan Kinega lt'm‘“2 006 Nomor 28,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ja Nomor
Tambahan Lembaran N egara Republik Indones

4614);

r
' Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa

ublik

ansi Pemerintahan  (Lembaran ch:m Lsr;%aran
Indonesia Tehun 2010 Nomor 1236.5 )Tamb ~
Negara Republik Indanesia Nomor 5165);
s Pencrn onor 30 Tahun 2011 tenan
rovaman Dacrah e cch Republik
Tahun 2011 Nomor §9, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3219);
Peraturan Pemcrinta;x Nomor 18 Tahun 2016 (ticnt::ilg
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik In I\?n =
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 5887 N
Pe:aturan Pemerintah Nomor) 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia '}‘ahun 201.7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan ~ Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

gan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1.606.031.734.100.- dengan rincian sebagal berikut
1. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp
2. Dana Perimbangan Rp
3. Lain-lain Pendapatan yang syah Rp

Jumlah Pendapatan Rp.

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp

2. Belanja Bunga Rp

3. Belanja Subsidi Rp

4. Belanja Hibah Rp

S. Belanja Bantuan Sosial Rp.

6. Belanja Bagi Hasil kepada Rp
Provinsi/Kabupaten /Kota dan
Pemerintahan Desa

7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp
Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik

8. Belanja Tidak Terduga Rp

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

\pP
b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp.
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.
3. Belanja Modal Rp.
Jumlah Belanja Langsung Rp.
Jumlah Belanja Rp.
Surplus/ (Defisit) Rp.
3. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp.
2. Pengeluaran Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.,

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belar
2018, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pe
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